KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 5 /PB/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

: a. bahwa dalam rangka memastikan setoran penerimaan
negara diterima di Kas Negara, setiap setoran penerimaan
negara dapat dikonfirmasi kebenarannya;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan konfirmasi setoran
penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Direktur  Jenderal
Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi
Setoran Penerimaan Negara;

" 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014
tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017,

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014
tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;

4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014
Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement)
Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang
Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor
Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 158/PMK.02/2016;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI SETORAN
PENERIMAAN NEGARA.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut DJP
adalah unit eselon | pada Kementerian Keuangan yang
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mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya
disebut DJBC adalah unit eselon I pada Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengawasan, penegakan  hukum, pelayanan dan
optimalisasi Penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan
cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya
disebut Direktorat PKN adalah unit eselon 11 pada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

4. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
yang selanjutnya disebut Direktorat SITP adalah unit
eselon Il pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan.

5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara
Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi
kuasa BUN.

6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit
organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit
organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan
Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan
dan tanggung jawab penggunaaan anggaran;

7. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh
Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan
negara.

8. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Kuasa
BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.

9. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK
adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan
digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku
besar, dan/atau data lainnya.

10. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya
disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti
pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada
bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh Sistem
Settlement.

11 Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB
adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan
negara yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank Persepsi.

12. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP
adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan
negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos
persepsi.

13. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
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5.

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

14. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau
Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan
teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi
lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Wajub Bayar adalah orang pribadi atau badan yang
ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

17. Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang
ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk menerima
untuk kemudian menyetorkan penerimaan negara menurut
peraturan perundang-undangan.

BAB 11
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN
Pasal 2

(1) Pelaksanaan konfirmasi setoran penerimaan negara
berdasarkan permohonan konfirmasi dari Satker/Wajib
Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar.

(2) Hasil konfirmasi setoran penerimaan negara berupa Nota
Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara.

(3) Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan/atau disampaikan
oleh KPPN.

Pasal 3

Setoran penerimaan negara yang disetor pada Bank Persepsi
atau Pos Persepsi, dapat dikonfirmasi paling cepat pada H+1
setelah penyetoran penerimaan negara.

BAB III
PROSEDUR KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Pasal 4

(1) Satker/Wajib Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar
menyampaikan Surat Permohonan Konfirmasi Setoran
Penerimaan Negara yang dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Huruf A Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini dilampiri dengan:

a. Rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara yang
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak
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terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
b. ADK konfirmasi setoran penerimaan Negara; dan
c. Fotokopi BPN atau dokumen lain yang dipersamakan.
{2) ADK konfirmasi setoran penerimaan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat data:
a. Kode NTPN;
Kode NTB/NTP;
Kode NPWP;
Kode Akun; dan
e Nilai Setor.

(3) Format ADK konfirmasi setoran penerimaan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam ekstensi
.txt dengan susunan elemen per data setoran sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Huruf C Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

oo o

Pasal 5

(1) Berdasarkan Surat Permohonan Konfirmasi Setoran
Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), KPPN meneliti kelengkapan dokumen.

(2) Dalam hal permintaan konfirmasi setoran penerimaan
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap,
KPPN c.q. Seksi Bank melaksanakan konfirmasi Setoran
Penerimaan Negara menggunakan aplikasi yang disediakan
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan
ketentuan:

a. Melakukan wupload (unggah) data ADK konfirmasi
setoran,

b. Melakukan proses konfirmasi; dan

¢. Menerbitkan Nota KXonfirmasi Setoran Penerimaan
Negara.

(3) KPPN menyampaikan Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan
Negara dan fotokopi BPN atau dokumen lain yang
dipersamakan kepada Satker/Wajib Pajak/Wajib
Setor/Wajib Bayar.

(4) Penyampaian Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara
dan fotokopi BPN atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada
Huruf F Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan konfirmasi setoran penerimaan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dapat
dilakukan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN meneruskan
permintaan konfirmasi setoran penerimaan negara kepada
Direktorat SITP.

Pasal 7
(1) Atas dasar permintaan konfirmasi setoran penerimaan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat
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SITP melakukan penelitian dan pencocokan data transaksi
setoran penerimaan negara kepada Bank Persepsi atau Pos
Persepsi dan DJP dan/atau DJBC,

(2) Berdasarkan hasil penelitan dan pencocokan data
transaksi setoran penerimaan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktorat SITP membuat Nota
Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara yang dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Huruf D Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

(3) Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPPN.

Pasal 8

(1) Atas dasar Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), KPPN
menerbitkan Surat Penyampaian Nota Konfirmasi Setoran
Penerimaan Negara yang dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Huruf E Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
ini.

(2) KPPN menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada
Satker/Wajib Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar.

Pasal 9

(1) Dalam hal pelaksanaan penelitian dan pencocokan data
transaksi setoran penerimaan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdapat perbedaan data
setoran penerimaan negara, Direktorat SITP melakukan
penelusuran bersama dengan Direktorat PKN, DJP/DJBC
dan Bank Persepsi atau Pos Persepsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelusuran
bersama data transaksi setoran penerimaan negara diatur
dengan Surat Edaran atau Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal IO

Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini, maka
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
14/PB/2013 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran
Penerimaan Negara dan ketentuan mengenai prosedur
konfirmasi setoran penerimaan negara sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-7/PB/2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara
Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2018
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LAMPIRAN

PERATURAN PIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMAS!
SETORAN PENERIMAAN NEGARA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN
NEGARA

KOP SURAT
Nemior ! seovegpmpeigas (1)
Lampiran ! .. (2)
Hal . Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara
Yth. Kepala KPPN ............ (3)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
....../PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara,
dengan ini kami sampaikan permintaan konfirmasi atas setoran penerimaan negara
dengan rincian:

No. Jenis Setoran Jumlah Transaksi

Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung
sebagai berikut:

a. Rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara;

b. ADK konfirmasi setoran penerimaan negara; dan
c. Fotokopi surat setoran penerimaan negara atau dokumen lain yang dipersamakan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan
terima kasih.

e (7)
..(8)

e (9)
..(10)
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£ .
PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO URAIAN

(1) | Diisi nomor surat permohonan konfirmasi setoran penerimaan negara.

(2) |Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung sebagai kelengkapan surat
permohonan konfirmasi setoran penerimaan negara.

(3) | Diisi nama KPPN beserta alamatnya.

(4) | Diisi nomor urut.

(5) | Diisi jenis setoran penerimaan negara:

Setoran Penerimaan Pajak;
- Setoran Penerimaan Bea dan Cukai

Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
~ Setoran Penerimaan Non Anggaran;

(6} [ Diisi jumlah transaksi per jenis setoran.

(7) | Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan konfirmasi
setoran penerimaan negara ditandatangani.

(8) | Diisi jabatan pejabat yang berwenang menandatangani/wajib pajak/wajib
bayar/wajib setor.

(9) | Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani/wajib pajak/wajib
bayar/wajib setor.

(10) | Diisi  NIP/Nomor  Identitas  pegawai/pejabat yang  berwenang
menandatangani/wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.
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B. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA

TGL NAMA NILAI |
No. BUKU PENYETOR NTPN | NTB/NTP NPWP AKUN __SETOR

(1) (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8)

Jumlah

................... (10)
skl
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PETUNJUK PENGISIAN

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO URAIAN

(1) Diisi nomor urut.

(2) Diisi tanggal buku

(3) Diisi nama Satker/wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor

(4) Diisi nomor NTPN.

(5) Diisi nomor NTB/NTP

(6) Diisi nomor NPWP.

(7) Diisi Akun.

(8) Diisi nilai nominal setoran penerimaan negara.

©) Diisi jabatan pejabat yang berwenang menandatangani/wajib

pajak/wajib bayar/wajib setor.

Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani/wajib

119) pajak/wajib bayar/wajib setor.

Diisi nomor pegawai pejabat yang berwenang menandatangani/wajib

b pajak/wajib bayar/wajib setor.
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~D
C CONTOH PEMBUATAN ADK KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA

ADK konfirmasi dibuat dengan file text editor (misal : microsoft notepad) dengan
ekstensi .txt yang memiliki susunan field sebagai berikut:
KodeNTPN;KodeNTB/NTP; KodeNPWP;KodeAkun;NilaiSetor. dimana masing-masing
field dipisahkan dengan titik koma.

XIOOOOOROOOOXXK 5 XXOOXXXXXXX ; XXOOOOOOXKXXRX ;  XXXXXX  ; 999999999999999

(16 Digit) (12 Digit) (15 Digit) (6 Digit)
| KodeNTPN | |kode NTB/NTP| |  Kkode NPwp | |Kode Akun| |  Nilai Rupiah |
Wajib diisi Wajib diisi Opsional Wajib diisi Wajib diisi

Sebuah file txt dapat terdiri dari beberapa transaksi namun harus dalam tahun

anggaran yang sama, berikut contohnya:

[ samoei_konfurmas bt - Noepad — A -
Fite Eui‘x Format View Help E— ||
1304081100020206;011600100001;016877888101000;411211;1930000 - ’

1209131502081312;011600100002;020084133101000;411211;290691
0510110015061400;011600100009;;411211;378601 -

Perlu diperhatikan pengisian file txt sebisa mungkin semua field terisi, namun dalam
hal terdapat field opsional yang tidak ada, maka pengisiannya dikosongkan seperti
baris ketiga pada contoh diatas.
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NOTA KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA YANG TIDAK DAPAT
DILAKUKAN MENGGUNAKAN APLIKASI YANG DISEDIAKAN OLEH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA

TANGGAL:isosesiemrisciiabl]
KODE KPPN ! eooveeereeereneinnee. (2)
NAMA KPPN ! ccvieceivvecniianens (3)
Bank/Pos Tanggal Nama
No KPPN NPWP NTB/RTP MAP Nilai Konfirmasi
Persepsi Bayar Penyetor

4)

{5 (6) {7 18 9 {10) (11) 12) (13}

Petugas Konfirmasi
Penerimaan Negara
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=7 =
PETUNJUK PENGISIAN

NOTA KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN
MENGGUNAKAN APLIKASI YANG DISEDIAKAN OLEH DITJEN PERBENDAHARAAN

No Uraian Isian

(1) Diisi tanggal nota konfirmasi penerimaan negara.

(2) Diisi kode KPPN

(3) Diisi nama KPPN.

(4) Diisi nomor urut.

(5) Diisi kode KPPN,

(6) Diisi kode Bank Persepsi atau Pos Persepsi.

{7) Diisi tanggal buku.

(8) Diisi nama penyetor.

©) Diisi nomor NPWP.

(10) Diisi nomor NTB/NTP,

(11) .
Diisi MAP penyetoran.

(12) Diisi nilai nominal setoran.

(13) - . oy
Diisi dengan “Ada/Tidak”

(14) Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani nota konfirmasi
penerimaan negara.

(15) Diisi NIP pegawai/pejabat yang berwenang menandatangani nota
konfirmasi penerimaan negara.
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E. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN NOTA KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN
NEGARA YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN MENGGUNAKAN APLIKASI YANG
DISEDIAKAN OLEH DITJEN PERBENDAHARAAN

KOP SURAT
Nomor § BShe NnammrraE A1) R F O 4)
Sifat ST SR (2)
Lampiran  © ..cccceeeernnreennneesni{3) berkas
Hal Penyampaian Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satker
Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/ ..... .....(5)
) R ERIRN (5

Sehubungan dengan konfirmasi setoran atas penerimaan negara, dengan ini
dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan :
a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-...... ./PB/2018
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara;
b. Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara Satker/Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/..... .....(7) Nomor ........ (8) Tanggal .......... (9)
¢. Surat hasil konfirmasi surat setoran penerimaan negara/Surat hasil
penelusuran data transaksi setoran penerimaan negara Direktur Sistem
Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor... ....(10) Tanggal.......... {11)
dengan ini kami sampaikan Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara
sebagaimana dimaksud pada lampiran surat ini.
2. Segala akibat yang timbul dari penggunaan hasil konfirmasi setoran penerimaan
negara ini menjadi tanggung jawab Satker/Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor
sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan
terima kasih.

Kepala KPPN,

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara;

2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
3 Kepala Kanwil DJPb Provinsi...........(14)

*} coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENYAMPAIAN NOTA KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA
YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN MENGGUNAKAN APLIKASI YANG DISEDIAKAN OLEH
DITJEN PERBENDAHARAAN

NO URAIAN

(1) | Diisi nomor surat.

(2) | Diisi jenis sifat surat.

(3) | Diisi jumlah lampiran dalam angka dan huruf.

(4) | Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat ditandatangani.

(5) | Diisi nama satuan kerja/Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

(6) | Diisi alamat satuan kerja/Wajib Pajak/Wajib Bayar/ Wajib Setor.

(7) | Diisi nama satuan kerja/Wajib Pajak/ Wajib Bayar/Wajib Setor,

(8) | Diisi nomor surat permohonan konfirmasi setoran penerimaan negara.

(9) | Diisi tanggal surat permohonan konfirmasi setoran penerimaan negara.

(10) | Diisi nomor surat hasil penelusuran data transaksi setoran penerimaan
negara.

(11) Diisi tanggal surat hasil penelusuran data transaksi setoran penerimaan
negara.

(12) | Diisi nama kepala KPPN.

(13) | Diisi NIP Kepala KPPN.

(14) | Diisi nama Kanwil DJPb.

www.jdih.kemenkeu.q@?q'd
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F. MANUAL PELAKSANAAN KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN
NEGARA

1. Halaman List Konfirmasi Penerimaan

Halaman ini dapat diakses pada url:

http://10.100.93.56/dev/ beta/ app/#span/KonfirmasiPenerimaan/ listKonfirma

si (untuk dapat mengakses halaman ini, silakan login menggunakan username
kppn)

€« > CQ £ 101005356 ves betalapn #us ' wm @0 ) + n g

= OM.SPaN

»  List Konfirmasi Penerimaan Negara

Y 0 Konfirmasl o g Sorst Portace Lk s Prosey/Datall U Cota
st o oty e 1402201 ko2 Octad wman
2 ot ™I 250 008 0517307 0129 Deus U
e o i 2008 008 OB AL 113237 Detasl b L
o (3] e Y0OT 2007 05122017 HHA2T Dl (L Ceah
7 ot oo T 2057 012307 1128 Detgs Ve Lo
L 7 ol &4 07 2007 03123017 1RIZ 9 Oetas Woat Lo
P oy 4 2008 2008 OLALINT EEI2SS Daas Uear R
v ap Jo0w Soon o5 11T 1tz Ot i b
’ 1ol LU W% 7009 am ?-12.2017 1G1256 Detad Unar ar
m i Qe 200 209 0B-11207 11 Detst e ria
' w LT Qs 0 xie 1207 K120 Dt Lear e
1 m B 2019 bald FA2-ENT WAz Cretea Ve P
i} ™ *s 1 210 ano o4 17207 tatzat Detaa Ut "
] e 4@ M X 0-13-20017 B2 0 Oetam U Hah
" 564 oy gox 2011 210 B-122017 IS Detaa Usah Cria -

Tekan tombol “Tambah” pada halaman kanan atas untuk merekam pengajuan

konfirmasi penerimaan negara, sehingga muncul pop-up berikut:

« =2 C QR & 109009356 Ppan ke hee o y SRR - I - R +n @

Terdapat tiga isian/pilihan yang harus ditentukan, yaitu:

www.jdih.kemenkeu.go.@
/
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a Nomor Surat Permohonan Konfirmasi, diisi manual oleh operator KPPN
berdasarkan surat permohonan yang disampaikan satker kepada KPPN;

b. Tahun Penerimaan, dipilih untuk menentukan tahun anggaran pembukuan
penerimaan yang terdiri atas penerimaan tahun 2006 - 2015 (sebelum roll out
SPAN), tahun 2016 - Oktober 2017 (data MPN sebelum summary) dan Nopember
2017 (data MPN summary)

¢. Upload ADK konfirmasi dibuat dengan file text editor (misal microsoft
notepad) dengan ekstensi .txt yang memiliki susunan field sebagai berikut:
KodeNTPN;KodeNTB/NTP;KodeNPWP;KodeAkun;NilaiSetor. dimana masing-
masing field dipisahkan dengan titik koma.

XX0OKOOOXKK 5 X0, XOOOO0OKXXXX XXX ; 999999899999999

(16 Digit) (12 Digit) (15 Digit) (6 Digit)
kode NTPN | |kode NT8/NTP| |  Kkode NPwP | |kode Akun| | Nilai Rupiah |
Wajib diisi Wajib diisi Opsional Wajib diisi Waijib diisi

Sebuah file txt dapat terdiri dari beberapa transaksi namun harus dalam

tahun anggaran yang sama, berikut contochnya:

|+ sampel_konfirmasi.txt - Mo : ' | ==
= e = .
file £dit format View Help I

11304081100020206;011600100001;016877888101000;411211;1930000
|1209131502081312;011600100002;020084133101000;411211;290691

0510110015061400;011600100009; ;411211; 378601 .

i

Perlu diperhatikan pengisian file txt sebisa mungkin semua field terisi, namun
dalam hal terdapat field opsional yang tidak ada, maka pengisiannya
dikosongkan seperti baris ketiga pada contoh diatas.
Setelah semua dilengkapi, tekan tombol “Kirilm” atau “Hapus Isian” jika ingin
mengulang dari awal. Apabila berhasil, maka system akan menampilkan notifikasi
berikut:

-3 09 5 4E 101000356 av tert Mampy P b v e e da 1) o, @A 3w im0

Tekan tombol “Kirim” untuk masuk kembali ke Halaman List Konfirmasi Penerimaan

yang telah menambahkan baris surat permohonan konfirmasi dengan status “Proses”.

www.jdih.kemenkeu.g7%
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- 2> C Q@ £ 101009356 - o -2+ B

= OM SPAN B e AsreRlAnAie S B ARG
e S

» List Konfirmas: Penerimaan Neaara

- 0 Komfirmew L] "o Surst Beriodie/ tas Taggal ProteuDstad Uben [
" ot 841 s 2102-2N0 ORCZON - Provn & e L
(] oy sata T 1452200 8 AR 02 T— Unah o
] L o harten 2008 08 08122017 OE1ZF) Dttt Unan
Ll ki) Lit] dbe N008 008 0517 300) 119297 Dot o s trta
) 17 o1 a0 2 1 03122007 V12N Deas man LY
1] o aet POOT 207 05122077 L2 Ootadd uber i
4 2] an & 2007 2007 B3I 21 Orese AR rn
L] ¥4 o 4 2008 s 122017 111235 Detsa Utsar s
L] 3 o o 200 L== 2 el 1)1 1120 Ot [ e
w 7T m e 2008 008 05122057 W13 etat e a0
" N am s 2000 - SILINTIBEXS Detas Unar Vet
n E ] ors &p 200 210 [ BFECTRL3E Y Dot Veal
L] S aty e X4 - 0532203 KRR TV Dretse Uoat
L] 4 oty @a 2010 - O3 122007 W0 1241 Owesdl Unar Cotan
7 on L 2ol it 0412207 ekt Chetaed UBar L -

Untuk mengeksekusi transaksi yang dikonfirmasi, klik tulisan “Proses” sehingga

muncul Pop-up sebagai berikut:

L O« & 10.1009356 - o o - I ) +rn O

Lakukan pencocokan detail yang ditampilkan aplikasi dengan detail lampiran surat

permohonan, kemudian tekan tombol “Kirim” schingga muncul Pop-Up:

www.jdih.kemenkeu.go
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«2>2Ca AL 10300935670 atataon Pps LR 1 y wm @0 ¥ D

Maka Baris surat permohonan akan mengubah status dari “Proses” menjadi
“Detail”.

« > C @ . won 9o T +n O
2 OMSPaN .

List Konfirmasi Ponenmaan Negara

1 - e 5l e nuone dettos Wap e &
.t oy etz 2 14022018 PAC2CY Oetas Udar i
Ll L 013 hes ity 2008 e 05-12-207 SR 1235 Detad [* T Irter
in [4l} b4 008 0 0312207 1128 Dovtast Uoar, Catak
ar o & 2T xa/ o 22T iz e e
mn o @ ST 201 P27 LS Detas (LY tad,
7% o dga 25CT w7 05122077 H1AE s Ot wan &
Sra oip G A 08 05-12-207 1312588 Detad [ Cotan
L] 221 ois qp 209 e 05122017 IRIEDY o
L i o e TR b-= 05122017 W25 Oetaa o Cran
" ] £ e 2 e o1 211 WITH Drips s s
w 570 [38] dp 210 e 0512307 11253 Ovigd Lo £ eran
1" ] ] s 2208 010 omuml e Detas ubar [
w w42 013 &a o 2010 0512237 $1 247 Ovtam Vs Coa
L w o aF 21 L 05-1220 P X121 Detad o L

Untuk mengubah nomor surat, klik tulisan “Ubah” pada baris yang akan diubah
sehingga muncul Pop-Up berikut:

www.jdih.kemenkeu.go%ﬁ
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« = Q@ B 101009356 tew AetaraporPios Lhants i, L - @0 e + He @

Kemudian klik tombol “Kirim” sehingga muncul Pop-Up:

NOTIFIKAS X

Subjek
Update Data Berhasil

Hapus Islan Kirim

Kemudian Klik tombol “Kirim”

2. Halaman Detail Konfirmasi Penerimaan

Untuk menuju halaman ini, klik tulisan “Detail” pada halaman List Konfirmasi
Penerimaan. Halaman ini akan menampilkan setiap baris detail setoran yang diajukan
untuk konfirmasi (minimal satu transaksi dalam satu surat konfirmasi). Apakah ada di
database dan dapat dicetak atau tidak ada di database.

« cQ & 1010093565 ota sy v i on, [ B+ ¥ QO
B OMSPAN e =

«  Detail Konlirmast Penenmaan Negara

L] o e TR sl AL KTeuTE ] Bl SETOR a7 DN K2
w oot TAUG1) ALAR SIS PRARLL 11001 )1 J0R0NCA0 aue a0 =)
000042 OOan70% ) 1
m Q004 BAn-12 SCHMO(TTSIE MCHALL BROVESLALS 1 TR0 TOS0TY ann FARR LA REE] ke
nan HETLINH)

Setelah melakukan pengecekan, kembali ke halaman List Konfirmasi Penenmaan
untuk mencetak daftar detail, dengan meng-klik tulisan “Cetak”, kemudian isikan nama

dan NIP petugas konfirmasi lalu tekan tombol Kirim.

www.jdih.kemenkeu.gé‘i'ld
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PITUGAS simersitid A S PEHE S AN

Ban Harns Petuges

MUOARLD HATIDY

nlgn KP Petiypas

TSSO TOET0 151001

G Menginar Cats er server,

@&

. *ITAM
E L3 T

Cetakan halaman di bawah ini akan digunakan sebagai lampiran untuk Surat hasil
Konfirmasi yang akan dikeluarkan oleh kppn dengan format pdf.
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